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KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT 
UMUM YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT 

AKTA AUTENTIK1 
Oleh: Alventura Bernard Pangemanan2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kewajiban notaris 
sebagai pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan bagaimana sanksi 
hukum bagi notaris yang tidak melaksanakan 
kewajibannya. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif dan dapat disimpulkan: 1. Kewajiban 
notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 
untuk membuat akta autentik dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab dalam 
memberikan jasa hukum kepada masyarakat. 
Pelaksanaan kewajiban notaris yaitu untuk 
menjamin kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum bagi masyarakat yang 
memerlukan alat bukti tertulis yang bersifat 
autentik mengenai perbuatan, perjanjian, 
penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di 
hadapan atau oleh Notaris. 2. Sanksi hukum 
bagi notaris yang tidak melaksanakan 
kewajibannya berupa; peringatan tertulis; 
pemberhentian sementara; pemberhentian 
dengan hormat; atau pemberhentian dengan 
tidak hormat. Selain itu dapat menjadi alasan 
bagi pihak yang menderita kerugian untuk 
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 
bunga kepada Notaris.  
Kata kunci: Kewajiban Notaris, Pejabat Umum, 
Akta Autentik 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Notaris dalam posisinya sebagai pejabat 
umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas 
membuat akta autentik. Akta Autentik yang 
dibuatnya tersebut merupakan suatu akta yang 
memiliki kekuatan pembuktian hukum yang 
kuat dan sempurna. Dengan demikian, 
posisinya sebagai pembuat akta yang sangat 
dibutuhkan dalam masyarakat perlu diawasi, 

                                                           
1
 Artikel Skripsi.  Dosen Pembimbing : Frans Maramis, 

SH,MH., Harly Stanly Muaja, SH,MH. 
2

 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 
120711189 

jangan sampai posisinya tersebut 
disalahgunakan, oleh karena itu, untuk 
memantau kinerja notaris tersebut, pemerintah 
memerlukan lembaga yang semi independen 
yang akan memantau kinerja dan pemantauan 
tersebut dilakukan dengan cara pengawasan.3  

Notaris sebagai organisasi profesi sekaligus 
sebagai pejabat umum pembuat akta autentik 
dalam menjalankan tugasnya tetap dipantau 
oleh pemerintah, karena menyangkut 
kepentingan masyarakat secara umum. Oleh 
karena itu, notaris harus melaporkan segala 
aktivitas yang dilakukannya, termasuk 
menyampaikan laporan kepada pengawas 
daerah.4 Salah satu persyaratan profesi adalah 
mereka memiliki keahlian tertentu. Bagi 
mereka yang berprofesi di bidang hukum harus 
mempunyai keahlian di bidang hukum, 
meskipun tanpa harus bersekolah hukum. 
Mereka yang termasuk ke dalam profesi hukum 
adalah sebagai berikut:5 (1) Hakim; (2) Jaksa; (3) 
Advokat (litigasi dan nonlitigasi); (4) Konsultan 
hukum Perusahaan; (5) Arbiter; (6) Notaris; (7) 
Kurator Pailit; (8) Pengurus Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); (9) Polisi 
(meskipun dia bukan tamatan sekolah hukum); 
(10) Dosen hukum.6 

Tugas yang diemban notaris adalah tugas 
yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, 
maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat 
hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan 
negara dan memberikan pada aktenya 
kekuatan otentik dan eksekutorial. Fungsi dan 
peran notaris dalam geak pembangunan 
nasional yangs emakin kompleks dewasa ini 
tentunya makin luas dan usaha yang dijalankan 
oleh segenap pihak makin banyak dan luas dan 
hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan 
dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. 
Pemerintah (sebagai yang memberikan 
sebagian wewenangnya kepada notaris) dan 
masyarakat banyak tentunya mempunyai 
harapan agar pelayanan jasa yang diberikan 

                                                           
3
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oleh notaries benar-benar memiliki nilai dan 
bobot dapat diandalkan.7  

Jabatan notaris, selain jabatan yang 
menggeluti masalah-masalah teknis hukum, 
juga turut berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan hukum nasional, oleh karena itu 
notaris harus senantiasa selalu menghayati 
idealisme perjuangan bangsa secara 
menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam 
rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris 
harus selalu mengikuti perkembangan hukum 
nasional yang pada akhirnya notaris mampu 
melanksanakan profesinya secara 
proporsional.8  

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah kewajiban notaris sebagai 

pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik ? 

2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi notaris 
yang tidak melaksanakan kewajibannya ? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun Skripsi ini ialah metode penelitian 
yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang 
diperlukan sebagai materi untuk pembahasan 
diperoleh dari studi kepustakan yang terdiri 
dari bahan-bahan hukum primer, yaitu 
peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan 
hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan 
karya-karya ilmiah hukum relevan dengan judul 
Skrispi ini dan bahan-bahan hukum tersier, 
yaitu kamus-kamus hukum untuk memberikan 
penjelasan mengenai istilah-istilah yang 
digunakan dalam penulisan Skripsi ini. Bahan-
bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis 
secara kualitatif. 

 
PEMBAHASAN 
A. Kewajiban Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Yang Berwenang Membuat Akta Autentik 
Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik 
sejauh pembuatan akta  autentik tertentu tidak 
dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. 9 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 

A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & 

Dalam Penjelasannya: ”pembuatan akta 
autentik ada yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan dalam rangka 
menciptakan kepastian, ketertiban dan 
perlindungan hukum. Selain akta autentik yang 
dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja 
karena diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh 
pihak yang berkepentingan untuk memastikan 
hak dan keajiban para pihak demi kepastian, 
ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak 
yang berkepentingan sekaligus, bagi 
masyarakat secara keseluruhan.10 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
mengatur kewajiban notaris. Pasal 16: 
(1)  Dalam menjalankan jabatannya, Notaris 
wajib: 

a. bertindak amanah, jujur, saksama, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam 
perbuatan hukum; 

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta 
Akta dan menyimpannya sebagai 
bagian dari Protokol Notaris; 

c. melekatkan surat dan dokumen serta 
sidik jari penghadap pada Minuta 
Akta; 

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan 
Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 
Minuta Akta; 

e. memberikan pelayanan sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini, kecuali ada alasan untuk 
menolaknya; 

f. merahasiakan segala sesuatu 
mengenai Akta yang dibuatnya dan 
segala keterangan yang diperoleh 
guna pembuatan Akta sesuai dengan 
sumpah/janji jabatan, kecuali 
undang-undang menentukan lain; 

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 
(satu) bulan menjadi buku yang 
memuat tidak lebih dari 50 (lima 
puluh) Akta, dan jika jumlah Akta 
tidak dapat dimuat dalam satu buku, 
Akta tersebut dapat dijilid menjadi 

                                                                                       
Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, 
Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 204. 
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lebih dari satu buku, dan mencatat 
jumlah Minuta Akta, bulan, dan 
tahun pembuatannya pada sampul 
setiap buku; 

h. membuat daftar dari Akta protes 
terhadap tidak dibayar atau tidak 
diterimanya surat berharga; 

i. membuat daftar Akta yang 
berkenaan dengan wasiat menurut 
urutan waktu pembuatan Akta setiap 
bulan; 

j. mengirimkan daftar Akta 
sebagaimana dimaksud dalam huruf i 
atau daftar nihil yang berkenaan 
dengan wasiat ke pusat daftar wasiat 
pada kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum 
dalam waktu 5 (lima) hari pada 
minggu pertama setiap bulan 
berikutnya; 

k. mencatat dalam repertorium tanggal 
pengiriman daftar wasiat pada setiap 
akhir bulan; 

l. mempunyai cap atau stempel yang 
memuat lambang negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang 
melingkarinya dituliskan nama, 
jabatan, dan tempat kedudukan yang 
bersangkutan; 

m. membacakan Akta di hadapan 
penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 
atau 4 (empat) orang saksi khusus 
untuk pembuatan Akta wasiat di 
bawah tangan, dan ditandatangani 
pada saat itu juga oleh penghadap, 
saksi, dan Notaris; dan 

n. menerima magang calon Notaris. 
(2)  Kewajiban menyimpan Minuta Akta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris 
mengeluarkan Akta in originali. 

(3)  Akta in originali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi: 

 a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, 
dan pensiun; 

 b. Akta penawaran pembayaran tunai; 
 c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya 

atau tidak diterimanya surat berharga; 
 d. Akta kuasa; 

 e. Akta keterangan kepemilikan; dan 
 f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 
(satu) rangkap, ditandatangani pada 
waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan 
ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-
kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU 
BERLAKU UNTUK SEMUA". 

(5)  Akta in originali yang berisi kuasa yang 
belum diisi nama penerima kuasa hanya 
dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 

(6)  Bentuk dan ukuran cap atau stempel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf l ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri. 

(7)  Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf m tidak wajib 
dilakukan, jika penghadap menghendaki 
agar Akta tidak dibacakan karena 
penghadap telah membaca sendiri, 
mengetahui, dan memahami isinya, 
dengan ketentuan bahwa hal tersebut 
dinyatakan dalam penutup Akta serta 
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf 
oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

(8)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dikecualikan terhadap 
pembacaan kepala Akta, komparasi, 
penjelasan pokok Akta secara singkat dan 
jelas, serta penutup Akta. 

(9)  Jika salah satu syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat 
(7) tidak dipenuhi, Akta yang 
bersangkutan hanya mempunyai 
kekuatan pembuktian sebagai akta di 
bawah tangan. 

(10)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan 
Akta wasiat. 

(11)  Notaris yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf l dapat 
dikenai sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pemberhentian sementara; 
c. pemberhentian dengan hormat; atau 
d. pemberhentian dengan tidak hormat. 

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11), pelanggaran 
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terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak 
yang menderita kerugian untuk menuntut 
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 
kepada Notaris. 

(13) Notaris yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf n dapat dikenai sanksi berupa 
peringatan tertulis.11 

 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
mengatur kewajiban notaris. Pasal 16 ayat (1) 
huruf (m) membacakan Akta di hadapan 
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 
(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 
khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah 
tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga 
oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan  Pasal 
16 ayat (7) Pembacaan Akta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib 
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar 
Akta tidak dibacakan karena penghadap telah 
membaca sendiri, mengetahui, dan memahami 
isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut 
dinyatakan dalam penutup Akta serta pada 
setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh 
penghadap, saksi, dan Notaris. 
  
B. Sanksi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak 

Melaksanakan Kewajibannya 
Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum terhadap 

pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.12   

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai 
sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pemberhentian sementara; 
c. pemberhentian dengan hormat; atau 
d. pemberhentian dengan tidak hormat. 

                                                           
11

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris. 
12

 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2008, hal. 138. 

Ayat (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat 
menjadi alasan bagi pihak yang menderita 
kerugian untuk menuntut penggantian biaya, 
ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 

Ayat (13) Notaris yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n 
dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. 

Pasal 17 ayat (2) Notaris yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenai sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pemberhentian sementara; 
c. pemberhentian dengan hormat; atau 
d. pemberhentian dengan tidak hormat. 

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa 
menegakkan hukum ialah memaksa 
mengindahkan norma-norma hukum. 
Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi 
hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas dderita 
khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. 
Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), 
derita kehilangan kebebasannya (penjara dan 
kurungan), derita kehilangan sebagian 
kekayaan (hukuman denda dan perampasan) 
dan derita kehilangan kehormatannya 
(pengumuman keputusan hakim). Penegakan 
hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga 
yang terdiri atas derita dihadapkan di muka 
pengadilan dan derita kehilangan sebagian 
kekayaannya guna memulihkan atau mengganti 
kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. 
Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga 
terdiri atas kebatalan perbuatan yang 
merupakan pelanggaran hukum. Baik batal 
demi hukum (van rechtswege) maupun batal 
setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran 
hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan 
juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak 
menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.13 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan 
Notaris. Syarat Dan Tata Cara Pemanggilan 
Notaris, Pasal 14: 

                                                           
13

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng 
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, 
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, 
Jakarta, 2010, hal. 383-384. 
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(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim 
untuk kepentingan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, 
atau terdakwa dengan mengajukan 
permohonan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tembusannya disampaikan kepada 
Notaris. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat alasan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersangka, atau 
terdakwa. 

Pasal 15: Majelis Pengawas Daerah 
memberikan persetujuan pemanggilan Notaris 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
apabila: 
a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan 

Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris 
dalam penyimpanan Notaris, atau; 

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan 
ketentuan tentang daluwarsa dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang 
pidana. 
Pasal 16: Persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
diberikan setelah mendengar keterangan dari 
Notaris yang bersangkutan. 

Pasal 17: Majelis Pengawas Daerah tidak 
memberikan persetujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum, atau Hakim untuk 
pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, 
atau terdakwa apabila tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15. 

Pasal 18: 
(1) Majelis Pengawas Daerah wajib 

memberikan persetujuan atau tidak 
memberikan persetujuan secara tertulis 
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak diterimanya 
surat permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal14. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah dianggap 
menyetujui. 

 Pasal 19: Ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal18, 
berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris 

Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara 
Notaris.14 

 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris, mengatur mengenai Syarat Dan Tata 
Cara Pengambilan Fotokopi Minuta Akta 
Dan/Atau Surat-Surat Yang Dilekatkan Pada 
Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam 
Penyimpanan Notaris. Pasal 2 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim 

untuk kepentingan proses peradilan dapat 
mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta 
Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris dengan mengajukan 
permohonan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud 
disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) 
tembusannya disampaikan kepada Notaris. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat alasan pengambilan 
fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat 
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam penyimpanan 
Notaris.15 

Pasal 3 Majelis Pengawas Daerah 
memberikan persetujuan untuk pengambilan 
fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1), apabila: 
a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan 

Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau 

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan 
ketentuan tentang daluwarsa dalam 
peraturan perundangundangan di bidang 
pidana. 
Pasal 4: Persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
diberikan setelah mendengar keterangan dari 
Notaris yang bersangkutan. 

                                                           
14

 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 
Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan 
Notaris. Syarat Dan Tata Cara Pemanggilan Notaris. 
15

 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 
Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris. 
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Pasal 5: Majelis Pengawas Daerah tidak 
memberikan persetujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum, atau Hakim untuk 
pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3. 

Pasal 6 
(1) Majelis Pengawas Daerah wajib 

memberikan persetujuan atau tidak 
memberikan persetujuan secara tertulis 
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak diterimanya 
surat permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka 
Majelis Pengawas Daerah dianggap 
menyetujui. 

Pasal 7: Notaris memberikan fotokopi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, 
disertai berita acara serah terima yang 
ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, 
Penuntut Umum, atau Hakim. 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris, mengatur mengenai Syarat Dan Tata 
Cara Pengambilan Minuta Akta Dan/ Atau 
Surat-Surat Yang Dilekatkan Pada Minuta Akta 
Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan 
Notaris. Pasal 8 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim 

untuk kepentingan proses peradilan dapat 
mengambil Minuta Akta danj atau surat-
surat yang dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris dalam penyimpanan 
Notaris, dengan meminta kepada Notaris 
yang bersangkutan untuk membawa 
Minuta Akta dan atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam penyimpanan Notaris 
dengan mengajukan permohonan tertulis 
kepada Majelis Pengawas Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tembusannya disampaikan kepada 
Notaris. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat alasan pengambilan 

Minuta Akta danj atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam penyimpanan Notaris.16 

Pasal 9: Majelis Pengawas Daerah 
memberikan persetujuan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan/ atau suratsurat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam penyimpanan Notaris 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
apabila: 
a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan 

Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam penyimpanan Notaris; 

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan 
ketentuan tentang daluwarsa dalam 
peraturan perundangundangan di bidang 
pidana; 

c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan 
dari para pihak; 

d. ada dugaan pengurangan atau penambahan 
dari Minuta Akta; atau 

e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran 
tanggal akta (antidatum). 
Pasal 10: Persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
diberikan setelah mendengar keterangan dari 
Notaris yang bersangkutan. Pasal 11: Majelis 
Pengawas Daerah tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta 
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa! 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9. Pasal 12 
(1) Majelis Pengawas Daerah wajib 

memberikan persetujuan atau tidak 
memberikan persetujuan secara tertulis 
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak diterimanya 
surat permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa1 8. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka 
Majelis pengawas Daerah dianggap 
menyetujui. 

                                                           
 

16
 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 
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 Pasal 13 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, 

setelah mendapat persetujuan dari Majelis 
Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk 
membawa Minuta Akta yang dibuatnya 
dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang 
berada dalam penyimpanan protokolnya, 
untuk diperiksa di Pusat Laboratorium 
Forensik mengenai keabsahan tanda tangan 
dan/ atau cap jempol yang tertera pada 
Minuta Akta pada hari yang ditentukan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang 
dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris 
lain yang berada dalam penyimpanan 
protokolnya tidak dapat diselesaikan pada 
hari yang telah ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka Notaris 
membawa kembali Minuta Akta yang 
dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris 
lain yang berada dalam penyimpanan 
protokolnya untuk diperiksa ulang pada 
hari yang akan ditentukan. 

(3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang 
dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris 
lain yang berada dalam penyimpanan 
protokolnya telah selesai dilaksanakan 
maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau 
Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam 
penyimpanan protokolnya diserahkan 
kembali kepada Notaris.17 

Kewajiban notaris sebagai pejabat umum 
yang berwenang untuk membuat akta autentik 
perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, karena 
notaris sebagai pejabat umum yang 
menjalankan profesi dalam memberikan jasa 
hukum kepada masyarakat, yang perlu 
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 
tercapainya kepastian hukum. Jaminan 
perlindungan dan jaminan tercapainya 
kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas 
Notaris. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, 
dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti 
tertulis yang bersifat autentik mengenai 
perbuatan, perjanjian, penetapan, dan 
peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau 
oleh Notaris bagi kepentingan masyarakat. 

                                                           
 

17
 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 
2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris. 

Notaris dapat dikenakan sanksi hukum apabila 
tidak melaksanakan kewajibannya Menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kewajiban notaris sebagai pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta 
autentik dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab dalam memberikan jasa 
hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan 
kewajiban notaris yaitu untuk menjamin 
kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum bagi masyarakat yang memerlukan 
alat bukti tertulis yang bersifat autentik 
mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, 
dan peristiwa hukum yang dibuat di 
hadapan atau oleh Notaris. 

2. Sanksi hukum bagi notaris yang tidak 
melaksanakan kewajibannya berupa; 
peringatan tertulis; pemberhentian 
sementara; pemberhentian dengan hormat; 
atau pemberhentian dengan tidak hormat. 
Selain itu dapat menjadi alasan bagi pihak 
yang menderita kerugian untuk menuntut 
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 
kepada Notaris.  

 
B. Saran 
1. Pelaksanaan kewajiban notaris sebagai 

pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik memerlukan 
pemantauan, pengawasan dan penindakan 
yang efektif oleh Majelis Pengawas Daerah, 
Wilayah dan Pusat agar dalam pelaksanaan 
kewajibannya notaris tidak melalaikan 
kewajibannya. 

2. Apabila notaris tidak melaksanakan 
kewajibannya, maka penegakan sanksi 
hukum perlu diterapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku agar para notaris tidak lagi 
melalaikan kewajibannya sebagai pejabat 
umum yang berwenang membuat akta 
autentik.  
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